BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori
2.1.1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasanion9
tentang perbankan syariah, Bank Pembiayaan RakyatiaB adalah
“bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memhbarjlasa dalam lalu
lintas pembayaran”. Dalam pelaksanaannya BPRS hmamggunakan
prinsip syariah yang menurut Peraturan Bank Indan@2BIl) nomor
11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat &yapasal 1
nomor 5 adalah “prinsip hukum islam dalam kegigtarbankan syariah
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan &lyaNasional-
Majelis Ulama Indonesia”. Sedangkan prinsip syabahdasarkan UU
nomor 10 tahun 1988 adalah

Aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antark loan
pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pemaiaya
kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyataesuai
dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkasip bagi
hasil (nudharabalp pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan
modal (nusyarakaly prinsip jual beli barang dengan
memperoleh keuntungam(rabahal), atau pembiayaan barang
modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa piligmah),

atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilitentarang
yang disewa dari pihak bank oleh pihak lajaréh wa igting*

! Lihat Undang-Undang Nomor 10 tahun 1988
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Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu BRERSurut
pasal 27 SK DIR Bl 32/36/1999 adalah sebagai beriku

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk siarpan
meliputi:
a. Tabungan berdasarkan prinsvadi’ah ataumudharabah
b. Deposito berjangka berdasarkan prinsgpdharabah
c. Bentuk lain berdasarkan prinsijadi’ah ataumudharabah

2. Melakukan penyaluran dana melalui:
a. Transaksi jual beli berdasarkan pringiurabahah istishng
ijarah, salam dan jual beli lainnya
b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsiudharabah
musyarakahdan bagi hasil lainnya
c. Pembiayaan lainnya berdasarkan primaiin dangardh
3. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan barépasnjang
disetujui oleh Dewan Syariah Nasiofal.

Selain kegiatan usaha tersebut, pasal 28 menentb&bwa
BPRS dapat pula bertindak sebagai lembzajtul mal, yaitu menerima
dana yang berasal daakat infag, shadagahwaqgaf hibah atau dana
sosial lainnya dan menyalurkan semua itu kepadg Yyemmhak dalam
bentuk santunan dagardhul hasan (pinjaman kebajikan). Dalam SK
DIR Bank Indonesia 32/34/1999, kegiatan BPRS lelénbatas
dibandingkan dengan kegiatan BUS. BPRS tidak dgeakkan untuk

melakukan kegiatan usaha menerima dana simpanam degntuk girc.

2 Sutan Remy SjahdeiniPerbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesjalakarta: PT Temprint, 1999, him. 168.
® Ibid, him. 169.
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2.1.2. Good Corporate Governance

"Corporate governanceadalah pengaturan dan hubungan
institusional yang mengarahkan dan mengendalikatusperusahaarf”.
Menurut Moh. Wahyudin Zarkasgiorporate governancadalah "suatu
sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang atoenigubungan
antara berbagai pihak yang berkepentingaakéholdey'.> Sedangkan
Forum for Corporate Governance in IndonegRCGI) mendefinisikan
corporate governanceebagai "seperangkat peraturan yang menetapkan
hubungan antara pemangku kepentingan, pengurusk gineditur,
pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentimgarnal dan
eksternal lainnya®.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkantdaiparik
kesimpulan bahweacorporate governanceadalah sebuah sistem dan
peraturan yang digunakan untuk mengatur dan meeetapubungan
antara berbagai pihak yang berkepentingan dalaosaleaan.

2.1.2.1. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Dalam pedoman good corporate governanceperbankan
Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKCG Terdapat lggp dalam
pelaksanaagood corporate governancgaitu :

1. Keterbukaanttansparency

4 Mervin K. Lewis & Latifa M. AlgaoudPerbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek,
Jakarta: PT. Serambi llmu Semesta, 2001, him. 210.

® Moh. Wahyudin Zarkasypp.cit, him. 7.

® Sony Warsono, et aCorporate Governance Concept and Modébgyakarta: Center for
Corporate Governance Fakultas Ekonomika dan Bignigersitas Gadjah Mada, 2009, him. 4-5.
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Bank harus mengungkapkan informasi secara tepattuyak
memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingketa snudah
diakses olelstakeholdessesuai dengan haknya.

Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi kidarbatas
pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, reassasaha, dan
strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunakatapensasi
pengurus, pemegang saham pengendabss shareholding
pejabat eksekutif, pengelola resikosk managemeit sistem
pengawasan dan pengendalian internal, status Kepgtsistem
dan pelaksanaagood corporate governance serta kejadian
penting yang dapat mempengaruhi bank.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak gunesngi
kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bankiases
dengan peraturan perundang-undangan yang berlakasia
jabatan dan hak-hak pribadi.

Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikapdda pihak
yang berkepentingastakeholder dan yang berhak memperolah
informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas &ccountability

Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelasndeing-
masing organ organisasi yang selaras dengan visi, sasaran
usaha, dan strategi perusahaan.

Bank harus meyakini bahwa semua organ organisask ba
mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawathay
memahami perannya dalam pelaksanagood corporate
governance

Bank harus memastikan terdapatroygeck and balance system
dalam pengelolaan bank.

Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajabank
berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsidtrgan
nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategiseatakmemiliki
reward and punishment system

3. Tanggung Jawabigsponsibility

Untuk menjaga usahanya, bank harus berprinsip paidaip
kehati-hatian (prudential banking practicgs dan menjamin
dilaksanakannya ketentuan yang berlaku

Bank harus bertindak sebagagood corporate citizen
(perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadgguimgan dan
melaksanakan tanggung jawab sosial.
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4. Independensitdependengy

* Bank harus menghindari terjadinya dominasi yangktidviajar
oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh
kepentingan sepihak serta bebas dari benturan tegen.

» Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif ddras dari
segala tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaranfairnessg

« Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingamubel
stakeholdeberdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.

* Bank harus memberikan kesempatan kepada sestakbholder
untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendbagat
kepentingan bank serta mempunyai akses terhadapmasi
sesuai dengan prinsip keterbukdan.

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBl) nomo
11/33/PBI/2009 tentang pelaksanagwod corporate governancgegada
Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (WYUS
menyebutkan bahwa dalam pelaksang@aod corporate governaec
bank harus berlandaskan pada lima prinsip terselRdrtama,
transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakfmmnmasi yang
material dan relevan serta keterbukaan dalam presegambilan
keputusan. Kedua, akuntabilitas yaitu kejelasamgudan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelglaaterjalan
secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban yaisegeaian pengelolaan
bank dengan peraturan perundang-undangan yandueatém prinsip-

prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, gsmfeal yaitu

memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dambas dari

"KNKCG, op.cit, him. 3-4.
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pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independeriqa seemiliki
komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank akarKelima,
kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam mamemak-hak
stakeholderderdasarkan perjanjian dan peraturan perundangngach
yang berlaku.

Inti kelima prinsip yang dikeluarkan Bl dengan gim yang
dikeluarkan KNKCG di atas hampir sama, hanya adikisgerbedaan
dalam penggunaan kata pada prinsip nomor empdtj gansip yang
dikeluarkan Bl menggunakan kaieofessional

Perbedaan penerapamood corporate governancepada
perbankan syariah dan konvensional terletak padzatéban pada
prinsip syariah. Kajian Grais dan Pellegrini sépdikutip Mal An
Abdullah menunjukkan bahwa karakteristik dari niiank-bank syariah
salah satunya berfokus pada kepatuhan terhadagsipprisyariah.
Kategori penting dan paling banyak dipahami dalapakuhan syariah
adalah menjaga perilaku bisnis keuangan agar tigelanggar larangan
riba dan gharar® Dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009 menyebutkan
bahwa bank syariah harus memenuhi prinsip syamalkarena jika
terjadi ketidaksesuaian antara tata kelola banlgalerprinsip syariah
akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terataisiko reputasi

bagi industri perbankan syariah.

8 Mal An Abdullah,op.cit, 51.
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Ada beberapa dalil dari ayat suci Al-Quran maupuadlist yang
digunakan untuk mendukung penerapgwod corporate governance
pada bank syariah yaitu :

1. Keterbukaanttansparency
Dengan diharuskannya Bank mengungkapkan inforneasira tepat
waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbghkdn serta
mudah diakses olelstakeholdersesuai dengan haknya tentunya
harus diiringi kebenaran atas informasi terselagedi firman Allah
dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yaitu :

OxCN LA Lo S ¢ O&@8%k O 40
AForde BXAD20Mzo 3 BHXURCOILI -7
FEORNOBR®R CG+d0:8 BXU7wWO->L60
&JES
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu
kepada Allah dan katakanlah perkataan yang befar

2. Akuntabilitas accountability
Adapun firman Allah yang mengenai akuntabilitasdapat pada
surat Al-Bagarah ayat 282 yaitu :

A0 A A Lo S NN 1016]m KL 16
AAVCEOHEOt e OV TBXMVARCGIL @7
G+OBO0E WrRYOL OEERNO YxycRONI
HEINEO0weO g €CHUEm€ET 0o a0
@ N, #a 0B JE7EOCroO ¥
F:JEEE 16) 22 gu g FYLOR=D M@oY
R (OLE BHENEIO § O REY, = AX@D
CHEIIZO0cH " gl + S5 €CORO*HOR
NOVORHEHIR BN LAAL I PIuTNHIORONM WO
AP oS ega=h 28 J0INROR du) (6 Jo=| A CINRICPARRRT
€O Gy OROI@meR c+@0 OE€EO*-E0
ON.AA Lo 3 ARG HRELem Gk SOX A
GOV O, ARIR (6 Jo=| A CANRVCPARRR IEOINT0] 15 LA
CAON 40O oo 2O o O HON. DD OO

°® DEPAG RI,Al-Quran dan Terjemahanny&emarang: CV. Asy Syifa’, 1998, him. 341.
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QYR E YO 0RO FOO0BWNETE
* Forde BHOCGUR 20800200 JF2AEQwWE+O
g OROOO&E® X H W RRE-e0sa0le0
B BXMOEH =30 -+ @O0k 00e0
GOeB DA XN, & & MAAE e & 0O PeRD
erA O IOROOON, O & cOeexR em
AHAEONEHON “ay@OmE+" AE2>TO0% O ¢ <=
A€ E@ETNE Xdm AN} NAo ®CRY
F OO BX-HOCORN A0
L6 gzl Yy) N©) 22 du g AL gd7e X JOPPR P4
RO TOORNXKIA e @0 JHN =LX@D
BEPAOO0=De O€O¥NRNKee  B-UDEHEAD S He o
B ASa S BX-O200za €0 2t AN
+ Lo 3-00 + o3 REDZCON&GHADIRGOO
EXR P BHORNEHEN @ACTXI* P =2 E N
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yangerdukan,
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah segoanglis di
antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan jaraiaplenulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajagikeanmaka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang uterky itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hddala ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah iangoeangi
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutdangrang yang
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia isetidak
mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya menkkauha
dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua oraagss dari
orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada doeang lelaki,
maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempdam saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupakangang
seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi etiggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; danganlah
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupunabeampai
batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, leldh di sisi



19

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebitatikkpada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmy, ikecuali
jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamun&kn di antara
kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamdakti
menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjoeli; dan

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyuhtkdika kamu
lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hahdalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allailah

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala segu&t

3. Tanggung Jawaligsponsibility
Sebagai sebuah lembaga yang fungsinya menghimpum da
menyalurkan dana dari masyarakat tentunya bank lketanggung
jawab atas amanat yang dipercayakan oleh masyakaekadanya.
Diriwayatkan dari shahabat Ibnu Umar bahwasannyabi Na

shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

d:’j e gy B s e Dl adie ) G Jsila eﬁi} ab) eﬁi
b Usita &85 g0 K oalyy  Lads ol e del) a1 4

“-*4“—)

Artinya : ” Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan diaint
pertanggung-jawaban atas kepemimpinan kalian. Sepgenguasa
adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang ppmim
keluarganya, seorang istri adalah pemimpin bagi alnsang suami
serta anaknya. Maka kalian semua adalah pemimpimgyakan
dimintai pertanggung-jawaban atas kepemimpinanakgli [H.R.
al-Bukhari dan Muslim]

4. Independensiiidependengy
Bank harus obyektif dan bebas dari segala tekaran mihak
manapun dalam setiap pengambilan keputusan maupdakan

agar hak dari setiap organ yang ada didalam baskket dapat

10 bid, him. 37.
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terpenuhi semua sesuai dengan semestinya. Seperanf Allah
dalam surat Al-Nahl ayat 90 yaitu :

RORKECi40 A Forde O RO P4
EITOBOLO & “a -0 FYLORD M@s o N
EOM 7IB>DM e d OO koS ¢IONOED
VAL o ¢4 XHBN W IR FO+é G360
L@ NI EmM e S ¢0 PHOXZxECOMaa S ¢0
SMNORGA X0z JE>THEHRD 1@ ALZAEODN0 D40

& AED
Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, @dlah
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan pesuhman. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat merigamb
pelajararf. '

5. Kewajaran fairnesy
Adanya keharusan bank agar harus memberikan ketamipgpada
seluruhstakeholdemuntuk memberikan masukan dan menyampaikan
pendapat bagi kepentingan bank menjelaskan bahwanyad
musyawarah antara pihak bank dengan selustidkeholders
sehingga jika adanya suatu masalah yang dirasakapat d
disampaikan langsung kepada bank. Melakukan sikag yembut
dan bermusyawarah dengan mereka dapat membuat kamere
mendekat dan tidak akan menjauh. Seperti firmaahAtlalam surat
Ali Imran ayat 159 yaitu :
* o S BIMXE @EORNOLOE0 o BHIOWIewe
cr®>¢w0 REEAG Qw0 B J2< o 86 G W
B-UOYXI A e FHoHQONYWa I KNMNORHEHEXN
EHgRageo a2 A& @ U0 SIIE
J2€00= JOY HANCIIOR OO0 JEUL& RN

B 00T @a 3 ORx ILILIORTo XA S0
OEAOR Tnid@0ed0 BEGLEDIN S r@ORIee

1 bid, him. 221.
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OHY ¢76© A P o O RO g * F oS

EIRNY S ¢ NFQ er<dO¢d<EON a3
Artinya : "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu lagrdieras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dsekelilingmu.
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun begeka,
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusarKemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertkalkh
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai oranggrgang
bertawakkal kepada-Nya*”

2.1.2.2. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance
Corporate governancemerupakan konsep yang diajukan demi

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisiu amonitoring

kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas mamaje terhadap
stakeholdedengan mendasarkan pada kerangka peraturan. aergap
pengelolaan perusahaan yang lebih transparan leaguss pengguna
laporan keuangan merupakan tujuan dari konsepQlgh karena itu
apabila konsep ini diterapkan dengan baik maka ralgkan

pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiringerja dengan
transparansi pengelolaan perusahaan yang semaikinrdéa nantinya
menguntungkan banyak pihakCorporate governance merupakan

sebuah sistem yang memberikan perlindungan efbkijfi pemegang

12 pid, him. 56.
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saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan mefepeeturn atas
investasinya dengan benaCorporate governancejuga membantu
menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanyaymebuhan yang

efisien darsustainabledi sektor perusahadn.

Pelaksanaangood corporate governanc€GCG) diperlukan
untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dutgenasional.
Sehingga penerapannya sangat penting bagi perbaydag ingin
berkembang dengan baik dan séfiat.

2.1.2.3. Penerapan Good Corporate Governance pada Perbankan

Ketentuangood corporate governancgalam perbankan secara
umum telah diatur dalam undang-undang No. 10 tah®®8 yang
meliputi governance structuregovernance processdan governance
outcome Governance structureerdiri dari : pertama, uji kelayakan dan
kepatuhan f{t and proper tegt Dalam rangka untuk meningkatkan
kompetensi dan integritas manajemen perbankan,inujidilakukan
terhadap pemilik, pemegang saham pengendali, de@rarsaris, direksi
dan pejabat eksekutif bank. Kedua, independensajearen bank, yaitu
para anggota dewan komisaris dan direksi tidak hoabeemiliki
hubungan kekerabatan ataupun hubungan finansiabaderdewan

direksi dan dewan komisaris atau menjadi pemegahgms pengendali

13 Marihot Nasution dan Doddy SetiawaRengaruh Corporate Governance terhadap
Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesiarnal SNA (Simposium Nasional Akuntansi)
X, Makassar, 2007, him. 2.

14 KNKCG, op.cit, him. 1.
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di perusahaan lain. Ketiga, dalam standar penerapasi internal audit
bank publik, bank diwajibkan menunjuk direktur kepgean yang
nantinya akan bertanggung jawab atas segala kegatdnk terhadap
peraturan yang ada. Sedangkan menggoaernance outcom@l telah
mengeluarkan beberapa peraturan antara lain tnamspamengenai
kondisi keuangan bank dan peningkatan peran aueksternal. Bank
diwajibkan untuk mengungkapkamon performing loan (NPL),
pelaporan laporan keuangan oleh manajemen resgtoegang saham
dan afiliasinya?®

Dalam perbankan syariah, peneragand corporate governance
telah diatur oleh Bank Indonesia melalui dikeluarkga Peraturan Bank
Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009. PBI ini dikelkan karena adanya
keinginan dari Bl untuk membangun industri perbankgariah yang
sehat dan tangguh serta adanya upaya untuk megindtepentingan
stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku secara umum padaangan
syariah. Dalam setiap kegiatan usahanya bank dika)i melaksanakan
good corporate governancgebagaimana tercantum dalam PBI pasal 2
ayat 1, yang berbunyi "Bank wajib melaksanakan Gdaam setiap

kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan ataungojganisasi'.

2.1.3. Loyalitas

> Thomas S. KaihatuGood Corporate Governance dan Penerapannya di ladienJurnal
Manajemen dan Kewirausahaan, Surabaya: Univerkitsten Petra, Vol.8, No.1, Maret 2006,
him. 6-7.
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Menurut Rangkuti sebagaimana dikutip Tuti Supriyatm
"loyalitas pelanggan merupakan kesetiaan pelangdarhadap
perusahaan yang telah menyediakan barang ataukggssdanya®®
Sedangkan menurut Lovelock dan K. Wright, loyalitaslalah
"keputusan pelanggan untuk secara suka rela tenenigganan dengan
perusahaan tertentu dalam jangka waktu yang |amaadi loyalitas
merupakan kesetiaan pelanggan terhadap perusakaara ssukarela
dalam bentuk keputusan untuk berlangganan dalagkgawaktu yang
lama.

Loyalitas merupakan komitmen mendalam secara sii®l
untuk melakukan pembelian ulang dimasa mendatasgimen terdapat
tawaran menarik dari pesaing untuk berpindah mé@dker (1999),
Bloemer & Marthens (1995). Menurut Oliver seperikutip Gunarto
Suhardi, loyalitas konsumen terdiri dari 4 tahaknya
1. Cognitively Loyal

Tahap dimana konsumen memiliki pengetahuan langsoggpun
tidak langsung terhadap merek, manfaatnya, danjdilean dengan
melakukan pembelian berdasarkan keyakinan akamistifses yang
ditawarkan.

2. Affectively Loyal

16 Tuti Supriyatminj Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Kualitas Pelayaerhadap
Loyalitas Nasabah pada BMT Anda Semara®kripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang,
Fakultas Ilmu Sosial, 2005, him. 38.

7 Christopher H. Lovelock dan Lauren K. Wrightc.cit.
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Sikap favorable konsumen terhadap merek yang merupakan hasil
konfirmasi berulang dari harapannya selama tatogmitively loyal
berlangsung.

3. Conatively Loyal
Intensi membeli ulang sangat kuat dan memiliki Kétatan tinggi
yang merupakan dorongan motivasi.

4. Action Loyal
Loyalitas yang bertahan tidak saja karena motiyasg kuat semata
namun telah menjadi suatu keinginan untuk mengasagjala
hambatan yang menghalangi konsumen membeli mettekte'®

Sedangkan menurut Sutisna seperti dikutip Tony Wdijja

loyalitas konsumen dapat dikelompokkan menjadigdrayaitu :

1. Brand Loyality
Loyalitas merek dapat didefinisikan sebagai sikapnyenangi
terhadap suatu merek yang dipresentasikan dalanbgdam yang
konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu.

2. Store Loyality
Loyalitas konsumen dalam mengunjungi suatu toko adin
konsumen biasa membeli merek produk yang diinginkahingga

pelanggan/konsumen enggan berpindah ketokddain.

18 Gunarto SuhardiPengaruh Atribut Produk yang Dipertimbangkan dal@emilihan
Produk Deposito Perbankan terhadap Kepercayaan Bampaknya pada Loyalitas Nasabah
KINERJA Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Yogyakarta: Usrsitas Atma Jaya, Vol. 12, No. 1,
Februari 2008, him. 101.
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Selain itu, terdapat dua dimensi panestomer loyaltyloyalitas
konsumen), yaitu perilaku dan sikap. Dimensi pkulanengacu pada
perilaku konsumen dalam pembelian ulang, sedangkaensi sikap
mengacu pada intensitas membeli dan merekomenddsg@ada orang
lain tentang suatu produk dan jasa. Menurut Bowed &hiang-lih
seperti dikutip Eni Andari et al, secara umum tpeddiga pendekatan
untuk mengukur loyalitas, yaitu :

1. Pengukuran keperilakuan yaitu perilaku pembelianangil
dipertimbangkan sebagai indikator loyalitas.

2. Pengukuran sikap. Pendekatan ini berkaitan dengsa loyalitas,
keterikatan dan  kesetiaan, yang ditunjukkan  dengan
merekomendasikan kepada orang lain.

3. Pendekatan gabungan yaitu pendekatan yang merelasikan
kedua dimensi di ata8.

Seperti loyalitas konsumen pada umumnya, Loyalyasg
terjadi pada nasabah merupakan kesetiaan nasatbattidp penyedia
jasa yang telah memberikan pelayanan kepadanyaumteRangkuti
sebagaimana dikutip Tuti Supriyatmini loyalitas igiisdapat diukur

dengan menggunakan 3 indikator yaitu :

¥ Tony Wijaya, Pengaruh Kepuasan pada Penanganan Keluhan dan ®e&aisahaan
terhadap Loyalitas Konsumen Natasha Skin Cdrenal Ekonomi dan Bisnis, Vol. XIV, No.1,
Maret 2008, him. 59.

% Eni Andari et al.Peran Customer Satisfaction dan Image terhadap d@uet Loyalty
pada Industri Perhotelan di Yogyakartdurnal Ekonomi JAVANISI, Yogyakarta: Universitas
Janabadra, Vol. 11, No.3, Desember 2008, him. 229.
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1. Repeatyaitu apabila nasabah membutuhkan barang atauygsa
disediakan oleh penyedia jasa yang bersangkutan.

2. Retentionyaitu nasabah tidak terpengaruh jasa yang dibeokaim
pihak lain.

3. Refferal,yaitu apabila jasa yang diterima memuaskan, makahadn
akan memberitahukan kepada pihak lain, dan selyaligpabila ada
ketidakpuasan atas pelayanan yang diterima ia tala@n bicara
kepada pihak lain, tapi justru akan memberitahuleg@anan yang
kurang memuaskan tersebut kepada pihak penyedigtian

2.2. Pendlitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yaitu Sam’ani dengan jugkhgaruhgood
corporate governancdanleverageterhadap kinerja keuangan pada perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tal2@94-2007 menunjukkan
bahwacorporate governancenempunyai hubungan yang positif dan signifikan
terhadap kinerja dan secara umum hasil penelittarmienunjukkan bahwa
perusahaan perbankan di Indonesia sudah mulai apk@r good corporate
governance dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan sentak
melindungi kepentingan para principal.

Sedangkan berdasarkan Rudi Isnanta dengan judubjapéngood

corporate governancean struktur kepemilikan terhadap manajemen laba d
kinerja keuangan, menyatakan bahgaod corporate governanamempunyai

hubungan dan pengaruh yang signifikan positif téapskinerja keuangan.

2L Tuti Supriyatmini,op.cit, him. 40-41.
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2.3. Kerangka Pemikiran Teoritik

Dari berbagai teori yang telah di uraikan di atapal ditarik menjadi
sebuah kerangka pikir yang mana variabel X adglabdcorporategovernance
(keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, inddpesi dan kewajaran)
karena pada bank syariah maka variabel X ditamleglatkhan prinsip syariah,
dan variabel Y adalah loyalitasepeat, retentiondanrefferal)

Dengan menerapkan prinsip-pringgood corporate governancgang
meliputi keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawiaddependensi, kewajaran
dan kepatuhan prinsip syariah maka nasabah akaaksetoyal kepada bank.
Dengan mengacu pada argumen tersebut maka teatiftatangka pikir seperti
berikut ini :

Gambar 2.1: kerangka pikir penelitian
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2.4. Hipotesis Penelitian
Adanya pengaruh antara penerapgood corporate governance
terhadap loyalitas, maka hipotesis yang diajukan:
H1l : Penerapargood corporate governancberpengaruh terhadap loyalitas

nasabah BPRS ARTHA MAS ABADI PATI.



